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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang
penetapan penolakan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama

Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.S]], dapat diambil beberapa kesimpulan

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penolakan dispensasi
perkawinan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.S]] didasarkan pada penilaian
komprehensif terhadap aspek yuridis dan faktual. Hakim tidak hanya
berpegang pada ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan
fakta persidangan yang menunjukkan usia anak masih sangat muda, putus
sekolah, belum matang secara mental, serta kondisi lingkungan keluarga
yang belum kondusif menjadi dasar utama penolakan permohonan.
Dengan demikian, pertimbangan hakim mencerminkan kehati-hatian
dalam menerapkan dispensasi sebagai pengecualian hukum, sekaligus
menempatkan perlindungan anak dan tujuan ideal perkawinan sebagai
fokus utama dalam pengambilan putusan.

2. Ditinjau dari perspektif maslahah, penetapan hakim dalam perkara
tersebut menunjukkan upaya untuk mencegah mafsadah yang lebih besar
dibandingkan maslahah yang diklaim oleh Pemohon. Klaim kemaslahatan
berupa pencegahan perbuatan yang dilarang agama dan penertiban
hubungan sosial dinilai belum sebanding dengan potensi kerusakan yang
dapat timbul apabila perkawinan dilangsungkan tanpa kesiapan yang
memadai. Melalui Kklasifikasi maslahah daruriyyah, hajiyyah, dan
tahsiniyyah, penolakan dispensasi dipahami sebagai langkah perlindungan

terhadap kepentingan dasar anak, khususnya keselamatan perkembangan
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fisik dan mental serta masa depan pendidikan dan sosialnya. Oleh karena
itu, putusan ini dapat dipandang selaras dengan prinsip maslahah dalam
hukum Islam yang mengedepankan pencegahan kemudaratan dan

perlindungan terhadap pihak yang rentan.
5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan sebelumnya, terdapat beberapa saran
yang hendaknya dicermati dan ditindaklanjuti, adapun saran-saran tersebut

yaitu:

1. Hendaknya kepada orang tua dan keluarga agar lebih meningkatkan peran
pembinaan, pengawasan, dan pendidikan terhadap anak, khususnya dalam
membentuk kedewasaan moral, spiritual, dan psikologis, sehingga
permasalahan hubungan anak tidak selalu diselesaikan melalui
permohonan dispensasi perkawinan, melainkan melalui pendekatan
perlindungan dan pendampingan yang berkelanjutan.

2. Perlu adanya kerja sama yang baik dan harmonis antara Pengadilan
Agama, Kantor Urusan Agama, serta para tokoh agama dan masyarakat,
dalam memberikan bimbingan, arahan, dan penyuluhan kepada
masyarakat mengenai batas usia perkawinan, tujuan ideal perkawinan
dalam Islam, serta dampak negatif perkawinan di bawah umur, agar
dispensasi kawin benar-benar dipahami sebagai pengecualian, bukan
solusi utama.

3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan agar
penolakan  dispensasi perkawinan diikuti dengan mekanisme
perlindungan dan pendampingan yang konkret bagi anak, seperti
konseling psikologis, pembinaan keagamaan, serta akses terhadap
pendidikan, sehingga tujuan perlindungan anak tidak berhenti pada
penolakan formal semata.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan

untuk mengkaji lebih lanjut praktik dispensasi perkawinan dari perspektif
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hukum Islam, perlindungan anak, dan maslahah secara komparatif di
berbagai daerah, guna memperoleh gambaran yang lebih luas sebagai
bahan pengembangan kebijakan dan pembaruan hukum keluarga Islam di

Indonesia.
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